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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 919 /B.XII/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAM/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di
Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-
2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Langsung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
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9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dengan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2009 tentang tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas
Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain
Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah
Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor S Tahun 2014;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2015-2019.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung
Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-
2019.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan dan bertanggung
jawab kepada Gubernur Lampung.

Pengawasan pelaksanaan Indikator  Kinerja  Utama
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilaksanakan
oleh Inspektorat Provinsi Lampung dan mempunyai tugas:

a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang
disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan

b. melakukan  evaluasi terhadap  pelaksanaan dan
melaporkan kepada Gubernur Lampung.
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Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada
DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
dalam Kegiatan Penyusunan IKU Pemerintah Provinsi
Lampung Tahun 2015-2019 dengan kode rekening
1.20.1.20.03.42.05.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan berakhirnya kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 — 12 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDAO FITARDO

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;

No AW

Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;

Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.



